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WINA RESQIA SALAM, B 121 12 154, Tinjauan Hukum Pelaksanaan 
Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan. (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan 
Hasrul selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
penegakan disiplin kerja pegawai di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. 
Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik 
pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data 
dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data 
sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan penegakan 
disiplin kerja pegawai di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan mengacu 
pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja 
Pegawai Negeri Sipil. Jadi ketika ada PNS yang melanggar peraturan 
disiplin, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai 
dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk penjatuhan sanksi atau 
hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin dilakukan oleh 
atasan langsung selama menjadi kewenangannya. Dalam hal 
meningkatkan kesadaran tentang kedisiplinan PNS sebagai upaya 
preventif dalam penegakan disiplin PNS, Badan Kepegawaian Provinsi 
Sulawesi Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program 
pembinaan dan pemberian penghargaan kepada PNS sebanyak 2 kali di 
tahun anggaran 2016. Adapun program tersebut adalah Sosialisasi Kode 
Etik Pegawai Negeri Sipil dan Penganugerahan Satyalancana Karya 
Satya. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dibagi 
atas 2 (dua). Pertama, faktor pendukung adalah  faktor aturan (hukum), 
sarana dan prasarana, dan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil. 
Kedua, adapun faktor penghambat adalah kesadaran diri Pegawai Negeri 
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A. Latar Belakang 
Indonesia termasuk dalam negara hukum, sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum telah membawa Indonesia 
menjadi negara hukum modern yang berkembang pesat hingga sekarang 
ini. Tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu : membentuk 
suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan 
kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Implementasi terhadap tujuan 
negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, 
berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi 
bagi peran pemerintah untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat 
secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas 
negara, pemerintahan, dan Pembangunan.1 
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat 
mewujudkan tujuan kemasyarakatan, yaitu kesejahteraan dan keadilan 
dalam masyarakat. Pembangunan secara materil dalam hubungannya 
dengan sumber daya manusia, berarti pembangunan unsur-unsur diluar 
                                                             
1 Sri Hartini dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6. 
2 
kejiwaan manusia seperti pembangunan ekonomi, teknologi, dan sarana-
sarana fisik kehidupan, sedangkan pembangunan spiritual berarti 
pembangunan unsur-unsur kejiwaaan manusia seperti pembangunan 
moral dan pembangunan pendidikan. 
Dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional, jujur adil 
dan merata maka dibutuhkan juga sumber daya manusia aparatur 
pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran tinggi akan 
tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi 
masyarakat. sedangkan sumber daya manusia dapat dikatakan 
berkualitas ketika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan 
kepadanya.2 Unsur utama sumber daya manusia aparatur pemerintahan 
tersebut diemban oleh pegawai negeri sipil yang berperan penting dan 
strategis sebagai pelaksana tugas pemerintahan ataupun tugas 
pembangunan. 
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk 
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek 
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia 
aparatur negara.  
Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan 
sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan 
                                                             
2 Soetrisno, 2003, Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah, Raja 
Pustaka, yogyakarta, hlm.26. 
3 
baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi 
dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah 
langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan 
dan pembangunan nasional. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah awal yang harus 
dilakukan adalah meningkatkan disiplin pegawai. Disiplin yang dimaksud 
mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-
peraturan yang berlaku, besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-
tugas yang diberikan, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak 
untuk menerima sanksi dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh 
apabila melanggar tugas dan wewenang. 
Pada dasarnya jiwa kedisiplinan tersebut mutlak harus dimiliki, 
ditanamkan dan dipupuk oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai 
aparatur birokrasi dalam pelaksanaan berbagai rutinitas keseharian, hal ini 
mengingat eratnya hubungan antara disiplin dalam kerja dengan motivasi 
kerja yang berimbas pada produktivitas dan pelayanan prima pada 
masyarakat yang juga merupakan tujuan dari reformasi birokrasi. 
Pegawai memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Arti penting dari pegawai sebagai 
sarana pemerintahan oleh Utrecht3 dikaitkan dengan pengisian jabatan 
                                                             
3 W. Riawan Tjandra, 2013, Hukum Sarana Pemerintahan, Universitas Atmajaya, 
Yogyakarta, hlm. 173 
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pemerintahan, yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan Pegawai 
Negeri Sipil mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan nasional 
atau dengan kata lain dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan 
nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur 
Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetian dan 
ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan 
Pemerintah serta bersatu padu, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk 
menyelengarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.4 
Kedudukan dan peran dari pegawai negeri dalam setiap organisasi 
pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil 
merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Peran dari Pegawai Negeri Sipil seperti 
diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi not the gun, the man 
behind the gun, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia 
yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai 
apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak 
melaksanakan kewajibannya dengan benar.5 
Penataan kepegawaian menjadi semakin jauh kompetensinya dari 
yang seharusnya dipunyai oleh aparatur pemerintah yang menjalankan 
                                                             
4 Carol Ageng Bimo Kushandoro,2010, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap 
Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman, Skripsi, Pada fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
5 Sri Hartini, dkk, 2014 ,Cetakan ketiga, Hukum Kepegawaian Di Indonesia,Sinar Grafika, 
Jakarta,hlm.31 
5 
tugas untuk melayani rakyat.6 Hal ini tidak sejalan dengan kedudukan dan 
peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara yang 
bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan dengan baik melalui penyelenggaraan pelayanan secara 
adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan 
ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945.7 
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah merupakan hasil tuntutan reformasi terhadap 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Desa, membawa konsekuensi perubahan di bidang 
politik, ekonomi dan sosial yang begitu cepat, termasuk di dalamnya 
masalah kepegawaian.8 
Reformasi di bidang kepegawaian ditandai dengan diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Pokok Kepegawaian yang merupakan perubahan dan 
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Kemudian 
diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan, baik yang berupa 
Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres), untuk 
                                                             
6 Sri Martini, Hj. Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian di 
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.   
7 S. Nurbaya, 2002, Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Makalah Dalam Rangka 
Workshop Kepegawaian DDN, Jakarta.  
8 Made Suwandi, 2001, Agenda Kebijakan Reformasi Pemerintahan Daerah, Badan 
Litbang Depdagri, Jakarta, h.9. 
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menjamin terlaksananya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ini 
secara baik dan terarah.9 
Salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkembangannya walaupun Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Pokok Kepegawaian telah dinyatakan tidak berlaku melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 masih tetap berlaku. Hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara yang menyatakan bahwa: 
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan 
belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil adalah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 
                                                             
9 Komang Rai Sudjaka, 2004, Wewenang Kepala Daerah dalam Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Struktural, Tesis, Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.2.   
7 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena sudah 
tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil mutlak diperlukan untuk dapat dijadikan pedoman 
dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata 
tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai 
Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem 
prestasi kerja.  
Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini 
antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat 
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan 
pelanggaran. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang 
berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan 
hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi 
pejabat yang berwenang menghukum. 
Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang didasarkan pada wewenang yang 
jelas, mekanisme yang benar dan atas pertimbangan obyektif terhadap 
pelanggaran yang dilakukan, disamping juga dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil 
tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin tidaklah 
mudah diterima begitu saja oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 
Hal ini dikarenakan bahwa dalam pembinaan karier, hukuman akan terkait 
8 
dengan kesempatan promosi jabatan, nilai ekonomis, serta berdampak 
psikologis bagi individu Pegawai Negeri Sipil. 
Oleh karena itulah, sangat penting artinya bagi setiap pejabat yang 
berwenang menghukum untuk memperhatikan dan melaksanakan 
mekanisme atau tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri 
Sipil dengan benar dan harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). 
Dengan demikian jangan sampai menimbulkan adanya perlakuan tidak 
sama terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam pembinaan disiplin. 
Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana sesuai Pasal 139 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku, 
akan tetapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan kepada Pegawai Negeri 
Sipil, karena di samping Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Aparatur Sipil 
Negara adalah termasuk juga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja). Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
dijelaskan mengenai hak Pegawai Negeri Sipil, hak Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja, dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara 
yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, akan tetapi dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak ada diatur mengenai hak dan 
kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengingat belum 
adanya Peraturan Pemerintah baru untuk pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
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Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam 
menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil 
juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi 
kepentingan masyarakat dan negara. Namun kenyataan di lapangan 
berbicara lain dimana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang 
tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga sering kali 
timbul ketimpangan – ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan 
tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada 
masyarakat. 
Permasalahan kedisiplinan khususnya kedisiplinan Pegawai Negeri 
Sipil, hingga saat ini masih mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. 
Sebagai contoh yang banyak dilansir media massa baik cetak maupun 
elektronik, menyebutkan adanya PNS meninggalkan tempat tugas tanpa 
ijin pimpinan. Berbagai sangsi terhadap pegawai yang terkena razia 
penegakan disiplin telah dikenakan sangsi kedisiplinan. Pelanggaran 
maupun permasalahan kedisiplinan pegawai telah menghambat fungsi 
pelayanan pemerintah akibat adanya oknum PNS yang tidak menjalankan 
tugasnya secara optimal. 
Sebagai contoh yang dimuat dalam harian media elektronik 
Nasional Republika, presentase tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil di 
lingkup kompleks sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan hanya 
mencapai 75%. Bahkan kehadiran PNS yang mengikuti apel perdana 
pada awal 2016 hanya mencapai 50%. Dari jumlah pegawai di kantor 
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Gubernur Sulawesi Selatan yang berjumlah 1.426 orang, 357 orang 
pegawai yang tidak masuk kerja.10 
Berdasarkan pemaparan diatas, untuk mengetahui pelaksanaan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan disiplin 
kerja pegawai di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, maka penulis 
memfokuskan untuk meneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum 
Pelaksanaan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Gubernur 
Sulawesi Selatan”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di 
kantor Gubernur Sulawesi Selatan ? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan penegakan 






                                                             
10 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/04/o0f5fn384-hanya-75-
pesen-pns-sulsel-masuk-kerja Diakses Pada 1 Agustus 2016 Pukul 18.44 WITA. 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di 
kantor Gubernur Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan 
penegakan disiplin kerja pegawai di kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai 
penegakan disiplin kerja pegawai di Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan 
berharga bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan masukan 
atau menambah pengetahuan yang berhubungan dengan 














A. Tinjauan Tentang Teori Penegakan Hukum 
Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (law 
enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan 
hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang 
dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga 
dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau 
kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan 
menggunakan hukum.11 Menurutnya, penegakan hukum pada hakikatnya 
merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. 
Pengekan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut 
menjadi kenyataan.12 
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, 
pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, 
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari 
penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 
yang memuat keadilan dan kebenaran.13 Fungsi hukum secara konkrit 
harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan-kepentingan 
kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap. Fungsi 
                                                             
11 Satjipto Rahardjo, 2006. Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Cetakan Kedua. Penerbit 
Buku Kompas : Jakarta, hlm 169. 
12 Ibid, 
13 Soerjono Soekanto,,2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Refika Aditama: Bandung. Hal. 2 
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hukum perlu dipertahankan secara terus-menerus dalam waktu yang 
lama, mulai dari pokok-pokok pikiran tersebut fungsi hukum sebagai 
pengendali sosial yang terkait dengan stabilitas sosial. 
Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto adalah:14 
a. Faktor hukumnya sendiri; 
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 
oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 
ditentukan secara normatif. 
Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar 
hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan 
atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada 
hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law 
enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan 
hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah 
dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
b. Faktor penegak hukum; 
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu 
                                                             
14 Ibid, hlm. 5 
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kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 
kepribadian penegak hokum. 
c. Faktor sarana / fasiiitas yang mendukung penegakan hukum; 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 
pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung 
pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi 
mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 
pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus 
yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 
karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum 
siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi 
begitu luas dan banyak. 
d. Faktor masyarakat; 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 
kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan 
yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang 
tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 
terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 
yang bersangkutan. 
e. Faktor kebudayaan. 
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 
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Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 
masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 
seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 
berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah 
suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 
mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 
B. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara 
1. Istilah Dan Kedudukan Hukum Administrasi Negara 
Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu mata kuliah 
wajib pada studi hukum, Hukum Administrasi Negara merupakan salah 
satu cabang atau bagian dari hukum yang khusus. Hukum Administrasi 
Negara dalam studi Ilmu Administrasi, merupakan mata kuliah bahasan 
khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan 
mengenai aspek hukum dari administrasi negara. Hukum Administrasi 
Negara dikalangan PBB dan kesarjanaan internasional, diklasifikasi baik 
dalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi, 
hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum 
pidana. 
Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara”, 
sebagai contohnya yitu dalam perihal perizinan bangunan. Penguasa 
dalam memberikan izin, memperhatikan segi-segi keamanan dari 
bangunan yang direncanakan.15 Pemerintah dalam hal demikian, 
menentukan syarat-syarat keamanan, disamping itu bagi yang tidak 
                                                             
15 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 18.   
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mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat ditegakkan 
sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap 
peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri in cauda venenum 
dengan sejumlah ketentuan pidana (in cauda venenum secara harfiah 
berarti ada racun di ekor/buntut).16 Hukum menurut isinya dapat dibagi 
dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu 
hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu 
dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang 
mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan, atau 
hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara), yang 
termasuk dalam hukum publik ini salah satunya adalah Hukum 
Administrasi Negara. 
Hukum Administrasi Negara secara teoritik, merupakan fenomena 
kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan 
keberadaan negara hukum, atau muncul bersamaan dengan 
diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan 
aturan hukum tertentu. Hukum Administrasi Negara sebagai suatu cabang 
ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan. 
Hukum administrasi khususnya di Belanda, pada awalnya menjadi suatu 
kesatuan dengan Hukum Tata Negara dengan nama staat en 
administratief recht.17 Hal itu cenderung berbeda dengan yang 
                                                             
16 W.F. Prins dan Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1983, hlm.3.   
17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hlm. 17.   
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berkembang di Perancis sebagai bidang tersendiri di samping Hukum Tata 
Negara. Hukum Administrasi Negara merupakan bidang hukum yang 
relatif muda jika dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana 
(het bestuursrecht een vormt in vergelijking tot het privaatrecht en het 
strafrecht een relatief jong rechtsgebid).18 
Khusus berbicara tentang Administrasi Negara, berarti melibatkan 
penguasa Administrasi yang memiliki fungsi merealisasikan UU dengan 
menjalankan kehendak dari pemerintah (penguasa pemerintahan) sesuai 
peraturan, rencana, program, budget, dan instruksi secara nyata, umum, 
individual. Produk yang dikeluarkan antara lain: 
1) Penetapan (Beschikking) 
2) Tata Usaha Negara 
3) Pelayanan Masyarakat 
4) Penyelenggaraan pekerjaan, kegiatan-kegitan nyata.  
Secara garis besar bersifat luas dan memiliki arti yang sangat 
penting, tidak hanya bagi para Pejabat Administrasi Negara yang 
menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari, dengan kesadaran yang 
sebesar-besarnya bahwa segala sesuatunya harus berjalan sesuai hukum 
yang berlaku. Hukum Administrasi Negara juga mencakupbagi 
masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya para pejabat 
pemerintah itu menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang masing-
masing, akan tetapi sekaligus juga sebagai pengetahuan akan hukum 
administrasi. Hukum Administrasi Negara menjadi sangat penting artinya 
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bagi kehidupan dan kelancaran organisasi negara sehari-hari. 
Administrator Negara menjalankan tugas administratif yang bersifat 
individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan dan tindakan 
administratif yang bersifat organisasional, manajerial, informasional (tata 
usaha) ataupun operasional. Berdasarkan hal itu keputusan maupun 
tindakannya dapat dilawan melalui berbagai bentuk peradilan administrasi 
negara.  
Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yakni; 
pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana 
alat-alat perlengkapan itu melakukan tugasnya; kedua, aturan-aturan 
hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi 
negara dengan para warga negaranya.19 Seiring dengan perkembangan 
tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang 
memberikan kewenangan yang luas kepada Administrasi Negara 
termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan 
hukum dalam Administrasi Negara disamping dibuat oleh lembaga 
legislative, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh 
Administrasi Negara. Tugas-tugas Pemerintah sendiri merupakan tugas 
yang paling luas karena jelas pemerintah adalah pelaksana dalam suatu 
Negara. Adapun tugas Pemerintah tersebut antara lain:20 
a) Pemerintah yakni, merupakan penegak kekuasaan dan wibawa 
pemerintah. 
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b) Tata Usaha Negara, yaitu pengendalian situasi dan kondisi negara 
mengetahui secara informasi dan komunikasi apa yang terdapat 
dalam dan terjadi di masyarakat dan negara sebagaimana 
dikehendaki oleh undang-undang. 
c) Pengurusan rumah tangga negara, baik urusan rumah tangga 
intern (personil, keuangan, domain negara, materiil, logistik) 
maupun rumah tangga ekstern( domain publik, logistik masyarakat, 
usaha-usaha negara, jaminan sosial, produksi, distribusi, lalu-lintas 
angkutan dan komunikasi, kesehatan masyarakat). 
d) Pembangunan di segala bidang, yang dilakukan secara berencana 
terutama melalui Repelita-repelita. 
e) Pelestarian Lingkungan Hidup, yang terdiri atas mengatur tata guna 
lingkungan dan penyehatan lingkungan. 
Berdasarkan deskripsi kerja tugas yang dimiliki pemerintah, 
sebagian besar adalah tugas yang bersifat terus menerus dan terancang 
baik teori dan konsep, dalam artian sudah lama ada dan terus menerus 
mengalami perkembangan sejak berdirinya negara Indonesia. Terdapat 
dua istilah di Belanda mengenai hukum ini yaitu bestuursrecht dan 
administratief recht, dengan kata dasar „administratie‟ dan „bestuur‟. 
Terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam 
menerjemahkannya, kata administratie ini diterjemahkan dengan Tata 
Usaha, Tata Usaha Pemerintahan, Tata Pemerintahan, Tata Usaha 
Negara, dan Administrasi, sedangkan bestuur diterjemahkan dengan 
20 
Pemerintahan.21 Perbedaan penerjemahan tersebut, mengakibatkan 
perbedaan penamaan terhadap cabang hukum ini, yakni seperti Hukum 
Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha 
Pemerintahan, Hukum Tata Usaha, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum 
Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara Indonesia, 
dan Hukum Administrasi.22 
Keragaman istilah tersebut dalam perkembangannya terdapat 
kecendrungan untuk menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara, 
sebagaimana terdapat Pada pertemuan di Cibulan, bahwa istilah Hukum 
Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya. Hal itu 
membuka kemungkinan perkembangan dari cabang ilmu hukum ini kearah 
yang lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan. 
Pengembangan dari ilmu Hukum Administrasi Negara, di masa yang akan 
datang sangat erat hubungannya dengan perkembangan Ilmu 
Administrasi Negara yang telah mendapat pengakuan umum, baik di 
linkungan lembaga-lembaga negara maupun dikalangan Perguruan-
perguruan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut Hukum Administrasi Negara 
adalah hukum mengenai Pemerintah beserta aparaturnya. Pemerintah 
beserta aparaturnya menjalankan tugas-tugas Pemerintah dalam fungsi-
fungsi kerja yang telah diatur.  
Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara, atau yang 
selanjutnya dikenal dengan singkatan HAN, sedikit banyak dipengaruhi 
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oleh keputusan/kesepakatan pengasuh mata kuliah Hukum Administrasi 
Negara, pada pertemuan di Cibulan tanggal 26-28 Maret 1973. HAN 
Sebelum itu dalam kurikulum minimal tahun 1972, istilah yang digunakan 
dalam SK Menteri P dan K tanggal 30 Desember 1972 No. 0198/U/1972 
adalah Hukum Tata Pemerintahan. Penggunaan istilah Hukum Tata 
Pemerintahan walaupun demikian dalam kenyatannya tidak seragam. 
Berdasarkan pertemuan di Cibulan diakui istilah Hukum Administrasi 
Negara lebih luas dari pada istilah lainya, hal ini karena dalam istilah 
Administrasi Negara tercakup istilah Tata Usaha Negara.  
Sjachran Basah berpendapat bahwa, Administrasi Negara lebih 
luas daripada Tata Usaha Negara. Pendapat tersebut didasari karena 
secara teknis Administrasi Negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan 
bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Tata Usaha 
Negara hanya sekedar bagian saja daripada Administrasi Negara. Hal 
senada dianut pula oleh Rachmat Soemitro, yang berpendapat bahwa 
dalam kata Administrasi Negara, tersimpul di dalamnya Tata Usaha 
Negara.23  Administrasi Negara dengan demikian lebih luas dari Tata 
Usaha Negara, karena Tata Usaha Negara itu merupakan bagian dari 
Administrasi Negara.24 
2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 
Ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara berkaitan erat 
dengan tugas dan wewenang Lembaga Negara (Administrasi Negara) 




baik ditingkat pusat maupun daerah. Hukum Administrasi Negara juga 
berkaitan dengan perhubungan kekuasaan antar Lenbaga Negara 
(Administrasi Negara), dan antara Lembaga Negara dengan warga 
masyarakat (warga negara) serta memberikan jaminan perlindungan 
hukum kepada keduanya. Perlindungan hukum tersebut ditujukan kepada 
warga masyarakat dan Administrasi Negara itu sendiri. Negara dalam 
perkembangannya sekarang ini, mempunyai kecenderungan turut campur 
tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal itu 
mengakibatkan peranan Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi luas 
dan kompleks. Secara historis pada awalnya tugas Negara masih sangat 
sederhana, yakni sebagai penjaga malam yang hanya menjaga ketertiban, 
keamanan, dan keteraturan serta ketentraman masyarakat. Negara hanya 
sekedar penjaga dan pengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak 
terjadi benturan-benturan, baik menyangkut kepentingan hak dan 
kewajiban, kebebasan, kemerdekaan, dan atau benturan-benturan dalam 
kehidupan masyarakat lainnya, apabila hal itu sudah tercapai, tugas 
Negara telah selesai dan sempurna. Pada suasana seperti itu HAN tidak 
berkembang dan bahkan statis.  
Keadaan seperti dicontohkan di atas tidak akan dijumpai saat ini, 
baik di Indonesia maupun di Negara belahan dunia lainnya, dalam batas-
batas tertentu (sekecil, sesederhana dan seotoriter apapun) tidak ada lagi 
Negara yang tidak turut ambil bagian dalam kehidupan warga negaranya. 
Kekuasaan pemerintah menjadi kekuasaan yang aktif, sifat aktif tersebut 
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dalam konsep Hukum Administrasi Negara secara intrinsik merupakan 
unsur utama dari “sturen” “besturen”. Unsur-unsur tersebut, sebagai 
berikut:25 
“Sturen merupakan suatu kegiatan yang kontinyu. Kekuasaan 
pemerintah dalam hal izin mendirikan bangunan misalnya, tidaklah 
berhenti dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan. 
Kekuasaan pemerintah senantiasa mengawasi agar izin tersebut 
digunakan dan ditaati. Dalam hal pelaksanaan pendirian bangunan 
tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, pemerintah akan 
menggunakan kekuasaan penegakan hukum berupa penertiban 
yang mungkin berupa tindakan pembongkaran bangunan yang 
tidak sesuai”. 
“Sturen berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Konsep 
kekuasaan adalah konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum 
publik, penggunaan kekuasaan harus dilandaskan pada asas-asas 
negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Berkaitan 
dengan asas negara hukum adalah asas weten rechtmatigheid van 
bestuur. Dengan asas demokrasi tidaklah sekedar adanya badan 
perwakilan rakyat, asas keterbukaan pemerintah dan lembaga 
perasn serta masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh 
pemerintah adalah sangat penting artinya. Asas instrumental 
berkaitan dengan hakekat hukum administrasi sebagai instrument. 
Dalam kaitan ini asas efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 
pemerintah selayaknya mendapat perhatian memadai”. 
“Sturen menunjukan lapangan diluar legislatif dan yudisial. 
Lapangan ini lebih luas dari sekedar lapangan eksekutif semata. 
Disamping itu, sturen senantiasa diarahkan kepada suatu tujuan”. 
Secara umum dianut definisi negatif tentang Pemerintahan yaitu 
sebagai suatu aktivitas diluar perundangan dan peradilan, namun pada 
kenyataannya Pemerintah juga melakukan tindakan hukum dalam bidang 
legislasi.26  Sebagai contoh, misalnya dalam hal pembuatan undang-
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undang organik dan pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainya, 
dan juga bertindak dalam bidang penyelesaian perselisihan. Tindakan 
Pemerintah dalam bidang penyelesaian perselisihan misalnya, 
penyelesaian hukum melalui upaya administrasi dan dalam hal penegakan 
Hukum Administrasi atau pada penerapan sanksi-sanksi administrasi, 
yang semuanya itu menjadi objek kajian Hukum Administrasi Negara. Hal 
tersebut menunjukan bahwa kekuasaan pemerintah yang menjadi objek 
kajian Hukum Administrasi Negara ini menjadi luas.  
Keadaan tersebut menyebabkan sulitnya untuk menentukan ruang 
lingkup hukum administrasi negara. Kesukaran menentukan ruang lingkup 
Hukum Administrasi Negara disebabkan pula oleh beberapa faktor; 
pertama, HAN berkaitan dengan tindakan Pemerintah yang tidak 
semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-
undangan. Hal itu seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang 
memerlukan pelayanan pemerintah, dan masing-masing masyarakat 
disuatu daerah atau Negara itu berbeda tuntutan dan kebutuhan; kedua, 
pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrument 
yuridis bidang administrasi lainya tidak hanya terletak pada satu tangan 
atau lembaga; ketiga, Hukum Administrasi Negara berkembang sejalan 
dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, 
yang menyebabkan pertumbuhan bidang Hukum Administrasi Negara 
tertentu berjalan secara sektoral.27 Faktor-faktor inilah yang menyebabkan 
HAN tidak dapat dikodifikasi. HAN Karena tidak dapat dikodifikasi, maka 
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sukar diidentifikasi ruang lingkupnya dan yang dapat dilakukan hanyalah 
membagi bidang-bidang atau bagian-bagian HAN. 
Prajudi Atmosudirjo membagi HAN dalam dua bagian; Han 
heteronom dan HAN otonom.28 Han heteronom bersumber pada UUD, 
TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi 
dan fungsi administrasi negara. Penulis HAN lain, membagi bidang HAN 
menjadi HAN umum dan HAN khusus. Han umum berkenaan dengan 
peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan 
hukum administrasi atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang 
berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, dalam arti tidak terikat 
pada bidang tertentu. HAN khusus adalah peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang tata 
ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, 
peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan bidang pendidikan, 
peraturan pertambangan dan sebagainya. C.J.N. Versteden menyebutkan 
bahwa secara garis besar Hukum Administrasi Negara meliputi: 29 
1) Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, 
kesehatan dan kesopanan, dengan menggunakan aturan tingakh 
laku bagi warga negara yang ditegakan dan ditentukan lebih lanjut 
oleh pemerintah; 
2) Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan social bagi 
rakyat; 
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3) Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan 
pemerintah; 
4) Peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari 
pemerintah termasuk bantuan aktivitas swasta dalam rangka 
pelayanan umum; 
5) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak;  
6) Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan 
warga negara terhadap pemerintah;  
7) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum 
administrasi; 
8) Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan 
lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah; 
9) Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai 
pemerintahan. 
Pandangan C.J.N. Versteden berbeda dengan para penulis lain, 
beliau menolak pembagian Hukum Administrasi Negara menjadi HAN 
umum dan HAN khusus, menurut beliau pembagian ini menyesatkan 
karena HAN tidak dapat dibagi menjadi bagian umum dan khusus, 
peraturan-peraturan HAN itu sangat komplek dan luas.30 Persoalan HAN 
muncul dalam semua sektor, seperti mengenai keputusan dan 
perlindungan hukum. Pendapat itu agaknya tidak ditopang oleh realitas 
yang ada, karena semua negara-negara yang menganut sistem 
continental seperti Belanda, Belgia, Denmark, Yunani, Italia, dan lain-lain 
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mengenal mengakui bidang hukum administrasi umum dan khusus. 
Masing-masing Negara yang menganut sistem hukum kontinental 
ditemukan lebih banyak kesamaan dalam bidang hukum administrasi 
umum, sedangkan pada bidang hukum administrasi khusus ditemukan 
beberapa perbedaan.  
Perbedaan bidang hukum administrasi khusus adalah hal yang 
logis, karena masing-masing negara mempunyai perbedaan sosio kultural, 
politik, kebijakan, pemerintah, dan sebagainya. Pembedaan antara hukum 
administrasi umum dan khusus menjadi suatu hal yang tidak dapat 
dihindari. Munculnya hukum administrasi khusus semakin penting artinya, 
seiring dengan lahirnya berbagai bidang tugas-tugas pemerintahan yang 
baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan-penemuan baru 
berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat, yang harus diatur 
melalui hukum administrasi.  
Hukum administrasi Negara khusus ini telah dihimpun dalam 
Himpunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 
yang disusun berdasarkan sistem Engelbrecht, yang di dalamnya dimuat 
tidak kurang dari 88 bidang. Bidang Hukum Administrasi Negara khusus di 
Belanda, terdapat pada Staatsalmanak 1995, yang juga memuat puluhan 
bidang.31 Berdasarkan keterangan tersebut tampak bahwa bidang Hukum 
Administrasi Negara itu sangat luas, sehingga tidak dapat ditentukan 
secara tegas ruang lingkupnya. Khusus bagi Negara kesatuan dengan 
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sistem desentralisasi, terdapat pula Hukum Administrasi Daerah, yaitu 
peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau 
Pemerintahan daerah. Ada penulis yang menyebutkan bahwa Hukum 
Administrasi Negara mencakup hal-hal sebagai berikut:32 
a) Sarana-sarana (instrument) bagi pengusa untuk mengatur, 
menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan 
masyarakat; 
b) Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses 
penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses 
penentuan kebujaksanaan; 
c) Perlindungan hukum bagi warga masyarakat; 
d) Menyusun dasar-dasar begi pelaksanaan pemerintahan yang baik. 
Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat sarjana di atas, dapat 
disebutkan bahwa Hukum Administrasi adalah hukum yang berkenaan 
dengan Pemerintahan (dalam arti sempit) yang cakupannya secara garis 
besar mengatur:33 
1) Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang hukum 
publik; 
2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang 
publik tersebut); di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan 
cara apa, dan bagaimana pemrintah menggunakan 
kewenangannya; penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam 
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bentuk instrument hukum, karena itu diatur pula tentang pembuatan 
dan penggunaan instrument hukum. 
3) Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan 
kewenangan pemerintah itu; 
4) Penerapan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang 
pemerintahan. 
Sehubungan dengan adanya Hukum Administrasi tertulis, yang 
tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan Hukum 
Administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut AUPL, maka Hukum 
Administrasi adalah sekumpulan peraturan hukum tentang Pemerintahan 
dalam berbagai dimensinya untuk terciptanya penyelenggaraan 
Pemerintahan yang layak dalam suatu Negara. 
3. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara 
Penggunaan Sanksi Administrasi Negara dalam Hukum 
Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di 
mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan 
tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada 
pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, 
diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-
norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-
norma hukum administrasi tersebut. J.J. Oosternbrink mengatakan bahwa, 
sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara 
pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara 
kekuasaan peradilan. Hal itu dapat secara langsung dilaksanakan oleh 
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administrasi sendiri, serta ketika warga negara melalaikan kewajiban yang 
timbul dalam hubungan hukum administrasi, pihak lawan (pemerintah) 
dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim.34 Pernyataan tersebut 
memiliki arti bahwa penerapan sanksi adminsitratif, pada dasarnya tanpa 
perantara hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administratif 
yang harus melalui proses peradilan. 
Menurut P de Haan dkk, ”dalam HAN, penggunaan sanksi 
administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana 
kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak 
tertulis.35 JJ.Oosternbrink berpendapat sanksi administratif adalah, sanksi 
yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang 
dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi 
dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.36 Sanksi 
dalam Hukum Administrasi Negara ditinjau dari segi sasarannya, dikenal 
dua jenis yaitu sanksi reparatoir (reparatoire sancties) dan sanksi punitif 
(punitieve sancties). Sanksi reparatoir memiliki arti sanksi yang diterapkan 
sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk 
mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi 
yang sesuai dengan hukum (legale situatie). Sanksi dengan kata lain, 
mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran), 
sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk 
memberikan hukuman (staffen) pada seseorang. Contoh dari sanksi 
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reparatoir adalah paksaan pemerintah (bestuurdwang) dan pengenaan 
uang paksa (dwangsom), sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah 
pengenaan denda administrasi (bestuurboete). 
J.B.J.M ten Berge mengatakan di samping sanksi reparatoir dan 
punitif, ada sanksi lain yang disebut sebagai sanksi regresif (regresieve 
sancties), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak 
patuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan 
yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, 
sebelum diterbitkannya ketetapan.37 Seiring dengan luasnya ruang lingkup 
dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang 
itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam 
rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya 
macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara 
tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. 
Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi adalah; 
Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan 
(ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan 
pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 
C. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara 
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 
Sebelum berbicara lebih jauh mengenai Aparatur Sipil Negara, 
terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN. 
Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 UU 
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No. 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS 
dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut Kamus 
Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah 
atau negara. Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi 
pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku 
jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainnya.38 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ASN adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan instansi 
pemerintahan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014. 
2. Jenis, Status Dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara 
Mengenai jenis pegawai ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 
2014. Dimana pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. 
a. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
Mengenai status ASN diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 
No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa :  
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(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan 
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 
pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 
nasional. 
(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan 
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian 
kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 
Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 
Kedudukan ASN berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 diatur dalam 
pasal 8 dimana ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. 
3. Fungsi, Tugas Dan Peran Aparatur Sipil Negara 
Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, Fungsi, Tugas, dan Peran dari 
ASN diatur dalam BAB IV pasal 10, pasal 11, dam pasal 12. Yaitu sebagai 
berikut :  
a. Berdasarkan pada pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai 
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan 
pemersatu bangsa. 
b. Berdasarkan pada pasal 11 pegawai ASN mempunyai tugas untuk 
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina 
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan 
berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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c. Berdasarkan Pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai 
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, 
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN.  
4. Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara 
Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, hak dari pegawai ASN diatur 
pada pasal 21. Dimana seorang PNS berhak memperoleh beberapa hal 
seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan 
hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya 
kewajiban dari pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, 
kewajiban pegawai ASN dibagi dalam tiga jenis yaitu, kewajiban yang 
berhubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada 
umumnya, kewajiban berdasarkan pangkat dan jabatan, serta kewajiban-
kewajiban lain. 
Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, kewajiban dari Pegawai ASN 
diatur pada pada pasal 23 yang menyatakan bahwa:  
Pegawai ASN wajib:  
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan pemerintah yang sah; 
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
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c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah 
yang berwenang; 
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;  
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di 
luar kedinasan; 
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan  
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
D. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil 
1. Definisi Pegawai Negeri Sipil 
Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil 
mencermati hubungan antara pegawai negeri dengan memberikan 
pengertian “Pegawai Negeri adalah setiap pejabat yang mempunyai 
hubungan dinas dengan negara”.39 Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pegawai” berarti orang yang 
bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan 
“Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang 
bekerja pada pemerintah atau negara. 
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Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
2. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil 
Adapun hak-hak Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat pada 
Pasal 21, yaitu: 
Pegawai Negeri sipil berhak: 
a. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas; 
b. Cuti; 
c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; 
d. Perlindungan; dan 
e. Pengembangan Kompetensi. 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, aspek kebutuhan pegawai jika 
dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai 
hubungan antara hak dengan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini 
meliputi kecendrungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaanya 
berdasarkan kebutuhanya secara umum. Faktor motivasi yang timbul 
untuk memberikan prestasi dipengaruhi oleh hukum tertulis yang 
membatasi setiap aktivitas dan timbulnya output berupa kontraprestasi 
yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Peraturan 
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kepegawaian dalam hal ini, merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, 
baik secara moril maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini 
menempatkan substansi yang ideal, dalam bentuk kewajiban yang 
meupakan maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian 
misinya. Hal tersebut dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari 
tujuan, guna menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya 
melalui administrasi kepegawaian 
3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib 
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sastra Djatmika 
mengatakan, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, 
yaitu:40 
1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan; 
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan 
suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya 
sebagai pegawai negeri pada umumnya. 
Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini 
Pegawai Negeri Sipil wajib: 
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan pemerintah yang sah; 
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b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah 
yang berwenang; 
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di 
luar kedinasan; 
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 juga diatur 
kewajiban PNS, yaitu sebagai berikut: 
Setiap PNS wajib: 
1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Pemerintah; 
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat 
PNS; 
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/atau golongan; 
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan; 
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara; 
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau 
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-baiknya; 
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier; 
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
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Berdasarkan uraian-uraian kewajiban Pegawai Negeri Sipil di atas, 
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajibannya 
akan dilakukan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Mengenai larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, yaitu : 
1. Menyalahgunakan wewenang; 
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang 
lain;  
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk 
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;  
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing;  
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;  
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, 
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atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan negara;  
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan 
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;  
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun 
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;  
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;  
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak 
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang 
dilayani;  
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;  
12. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, 
dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, atau 
dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:  
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;  
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 
partai atau atribut PNS;  
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 
dan/atau  
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 
negara;  
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13. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden 
dengan cara: 
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye;dan/atau  
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat;  
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota dewan 
perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto 
kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda 
penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan  
15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil 
kepala daerah, dengan cara:  
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 
kepala daerah/wakil kepala daerah;  
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 
kegiatan kampanye;  
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c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye; dan/atau  
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat.  
E. Tinjauan Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil 
1. Definisi Disiplin Kerja 
Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, 
meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari 
bahasa latin “disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan 
dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan 
dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.41 
Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam 
perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa 
kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan 
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Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam 
masyarakat”.42 
Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar 
Produksi, diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang 
atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau 
mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.43 
Alfred R. Lateiner dan I.S. Levine telah memberikan definisi antara 
lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh 
para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.44 
Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai 
tersebut di atas, A.S. Moenir mengemukakan bahwa “Disiplin adalah 
ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasan dan tidak 
memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.45 
Kaitannya dengan kedisiplinan, Astrid S. Susanto juga 
mengemukakan sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka 
disiplin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:46 
1. Disiplin yang bersifat positif.  
2. Disiplin yang bersifat negatif. 
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Merupakan tugas seorang pemimpin untuk mengusahakan 
terwujudnya suatu disiplin yang mempunyai sifat positif, dengan demikian 
dapat menghindarkan adanya disiplin yang bersifat negatif. Disiplin positif 
merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana 
seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, adapun disiplin 
negatif sebagai unsur di dalam sikap patuh yang disebabkan oleh adanya 
perasaan takut akan hukuman. Adapun ukuran tingkat disiplin pegawai 
menurut I.S. Levine, adalah:47 
Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila 
mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, 
apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan 
dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang 
ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada 
waktunya.
 
Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka tolok ukur 
pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut :  
1. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja.  
2. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada 
peraturan dan tata tertib yang berlaku.  
3. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan 
tanda pengenal instansi.  
4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat 
perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati.  
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5. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah 
ditentukan.  
Selanjutnya untuk lebih memperjelas arti dan makna displin kerja, 
Alex S. Nitisemito antara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih 
dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai 
dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 
instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.48 
Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan, “Disiplin adalah tindakan 
manajemen untuk menegakkan standar organisasi (dicipline is 
management action to enforce organization standards)”.49  
Pengertian disiplin tersebut diinterpretasikan sebagai pelaksanaan 
manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi dalam 
suatu organisasi atau lembaga. Pengertian ini pada dasarnya merupakan 
pelajaran, patuh, taat, kesetiaan, hormat kepada ketentuan / peraturan / 
norma yang berlaku. Disiplin adalah kemampuan untuk menguasai diri 
sendiri dan melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 
bersama. Disiplin dapat dikatakan juga sebagai prosedur yang 
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Menurut Hasibuan mengatakan:50 
Kedisiplinan yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang untuk 
mentaati semua peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-
norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang 
yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan 
tugas dan tanggung jawabnya, jadi seseorang akan mematuhi atau 
mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. 
Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan 
seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis. 
Pendapat para ahli diatas memang beragam, tetapi terdapat 
benang merah yang dapat disimpulkan, bahwa disiplin pada dasarnya 
adalah ketaatan atau kepatuhan pegawai pada peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan pengertian tersebut, pegawai yang disiplin berarti pegawai 
yang mampu mematuhi semua peraturan yang berlaku di kantornya atau 
organisasinya. 
2. Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil 
Disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen 
untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Sedangkan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 adalah : 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri 
Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang 
ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau 
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 
dijatuhi hukuman disiplin. 
Dari hal tersebut diatas PNS harus siap menaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang telah ditentukan. Adapun larangan PNS 
                                                             




disebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil, yaitu: 
Setiap PNS dilarang: 
1. menyalahgunakan wewenang; 
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang 
lain; 
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk 
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing; 
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak 
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara 
tidak sah; 
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, 
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan negara; 
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan 
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 
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8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun 
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 
pekerjaannya; 
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak 
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang 
dilayani; 
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 
partai atau atribut PNS; 
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 
dan/atau 
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 
negara; 
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden 
dengan cara: 
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye; dan/atau 
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b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda 
Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; Dan 
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah, dengan cara: 
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 
kegiatan kampanye; 
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye; dan/atau 
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 
51 
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
3. Dasar Hukum Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri 
Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur 
Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu 
perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, 
larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau 
adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. 
 Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :  
a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, Tambahan 
Lembaran Negara No 3041). 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan 
Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara 
Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201). 
c. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai 
Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik. 
d. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian. 
e. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 
23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
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Selain beberapa peraturan atau perangkat kebijaksanaan tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, masih ada peraturan 
perundang-undangan lain yang mengatur tentang kedisiplinan Pegawai 
Negeri Sipil, peraturan tersebut adalah : 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 
b. Peraruran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
c. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan 
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
F. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu 
dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 
untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
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dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, 
maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan 
Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar pembentukan 
kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Sedangkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2009. 
Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 
Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa “Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian berdasarkan asas 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan”. 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2013-2018 mempunyai Visi “Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Profesional, berkinerja dan 
Sejahtera.” Dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, yaitu sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. 
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2. Menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis 
kompetenesi. 
3. Penguatan kapasitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk mendorong profesionalisme. 
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dalam 
menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
5. Meningkatkan kualitas layananadministrasi kepegawaian yang 
didukung oleh sistem Informasi Kepegawaian  berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi. 
Selanjutnya dalam Pasal 24 disebutkan bahwa untuk menjalankan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah yang 
meliputi perencanaan dan pengembangan karier, mutasi dan 
informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, 
informasi dan pengendalian kepegawaian; 
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang 
kepegawaian daerah yang meliputi perencanaan dan 
pengembangan karier, mutasi dan informasi kepegawaian, kinerja 
dan kesejahteraan pegawai, informasi dan pengendalian 
kepegawaian; 
c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kepegawaian 
daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan karier, 
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mutasi dan informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan 
pegawai, informasi dan pengendalian kepegawaian; 
d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki susunan 
organisasi dan tata kerja sebagai berikut: 
1. Kepala Badan 
2. Sekretariat, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program. 
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier, terdiri dari : 
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; 
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan. 
4. Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari: 
a. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; 
b. Sub Bidang Layanan Administrasi Kepegawaian. 
5. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan pegawai, terdiri dari: 
a. Sub Bidang Konseling dan Kedudukan Hukum; 
b. Sub Bidang Kinerja dan Penghargaan. 
6. Bidang Informasi dan Pengendalian Kepegawaian, terdiri dari: 
a. Sub Bidang  Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 
Kepegawaian; 
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b. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Tata Naskah. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional. 





Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal 
ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang 
sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar 
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan 
penulisan Hukum.  
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data 
tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil 
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang 
menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi : 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yuridis empiris, yaitu 
penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan 
(library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang 
dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka 
dilakukan penelitian lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan 
menggambarkan data secara tepat tentang pelaksanaan penegakan 
disiplin kerja pegawai di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. 
B. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan 
penelitian di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Alasan memilih lokasi 
tersebut, karena sumber data yang berkaitan dengan judul skripsi ini 
dapat didapatkan di lokasi tersebut. 
C. Populasi Dan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan 
hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan 
demi membatasi ruang lingkup kelompok-kelompok yang menjadi objek 
kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. 
Adapun populasi dari penelitian ini adalah pejabat dan pegawai di 
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sampel dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Kepala Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai. 
3. Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Kepegawaian. 
4. Kepala Subid Konseling dan Kedudukan Hukum. 
5. Kepala Subid Kinerja dan Penghargaan. 
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6. Kepala Subid Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 
Kepegawaian. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 
wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
berhubungan dengan pelaksanaan penegakan disiplin kerja 
pegawai di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, artikel – artikel, 
opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media – media 
dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Yaitu data 
yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan 













E. Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisan ini. 
 
F. Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai pelaksanaan penegakan disiplin kerja 
pegawai di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian dikaitkan dengan 
kenyataan yang terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi 
yang dapat digunakan. 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan 
Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan 
terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam 
melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun kelompok. 
Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan 
menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga 
dapat menghasilkan kinerja yang baik. 
Dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja suatu instansi 
pemerintah menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya 
pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pendisiplinan pegawai. 
Pendisiplinan pegawai merupakan hal terpenting, mengingat 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
bergantung pada kinerja pegawai negeri. Oleh karena itu disiplin harus 
selalu ditanamkan dalam diri setiap pegawai. Semakin baik disiplin 
pegawai, semakin tinggi produktivitas kerja yang dapat dicapainya. 
Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung 
jawab pegawai dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta 
dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena 
itu setiap atasan selalu berusaha agar para bawahannya memiliki disiplin 
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yang baik, dengan adanya disiplin pegawai akan menjamin terpeliharanya 
tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. 
Dasar pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil terdapat dalam 
Pasal 86 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara, yaitu: 
1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 
pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; 
2) Intansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin 
terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan 
disiplin; 
3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman 
disiplin; 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan pada ayat 
(4) di atas adalah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memuat kewajiban, larangan, dan 
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti 
melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk 
membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang 
bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi 
dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 
2010, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri 
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Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan dan/atur peraturan kedinasan yang 
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Jadi tolak 
ukur dalam penegakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dengan 
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan merupakan Sekretariat 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah pegawai 
negeri sipil di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan sebanyak 745 orang. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.1 






S3 5 1 6 
S2 88 72 160 
S1 148 180 328 
D4 16 7 23 
D3 19 22 41 
D2  -  -  - 
D1 1 2 3 
SLTA 85 67 152 
SLTP 17 2 19 
SD 9 4 13 




























Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulSel 2016 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 
2010, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan perbuatan 
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam 
kerja. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H.M. Nurhaji 
selaku Kepala Bidang Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan 






a  -  -  - 
b 5 3 8 
c 3  - 3 
d 10 2 12 
Golongan II 
a 22 11 33 
b 47 26 73 
c 15 10 25 
d 17 9 26 
Golongan III 
a 38 31 69 
b 63 105 168 
c 41 42 83 
d 48 65 113 
Golongan IV 
a 29 36 65 
b 38 14 52 
c 7 3 10 
d 4  - 4 
e 1  - 1 
Jumlah 388 357 745 
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“tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan atau 
disiplin PNS, dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
pada tahun 2015 terdapat 33 PNS yang melanggar dan pada tahun 
2016 terdapat 25 PNS yang melanggar”. 
 
Hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.3 






Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulSel 2016 
Berdasarkan tabel di atas, pelanggaran disiplin yang dilakukan 
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
dapat dilihat pada tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami 
peningkatan, dimana dari 9 PNS yang melanggar disiplin menjadi 33 PNS 
yang melanggar disiplin. Sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 
hanya menurun sedikit, dimana dari 33 PNSyang melanggar disiplin 
menjadi 25 PNS yang melanggar. 
Selanjutnya untuk Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin 
dalam lingkup Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak H.M. Nurhaji 
mengatakan: 
“dalam lingkup Kantor Gubernur, pada tahun 2015 terdapat 6 PNS 
yang melanggar disiplin, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 8 PNS 
yang melanggar disiplin. Tidak menutup kemungkinan pelanggaran 
disiplin akan bertambah dalam tahun 2016 ini, sebab tahun ini masih 
berjalan”. 
No. Tahun Jumlah PNS 
1 2012 9 PNS 
2 2013 19 PNS 
3 2014 26 PNS 
4 2015 33 PNS 
5 2016 25 PNS 
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Hal di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.4 
Jumlah PNS Kantor Gubernur SulSel Yang Melanggar Disiplin 
No. Tahun SKPD/Unit Kerja Jumlah 
 
1 2013 
Biro Kerjasama Setda Prov. SulSel 2 Orang 
Balitbangda Prov. SulSel 1 Orang 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Orang 
Kantor Satpol PP Prov. SulSel 4 Orang 
2 2014 
Badan Kesatuan Bangsa, Kesbag Pol 1 Orang 
Badan Lingkungan Hidup Daerah 2 Orang 
Biro Nafza dan HIV-AIDS Setda Prov.Sulsel 1 Orang  
3 2015 
Badan Lingkungan Hidup Daerah  1 Orang 
Biro Kerjasama Setda Prov. SulSel 1 Orang 
Biro Humas dan Protokol 2 Orang 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 
Prov.Sulsel 1 Orang 
Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov.Sulsel 1 Orang 
4 2016 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Orang 
Biro Pemerintahan Umum Setda Prov.Sulsel 1 Orang 
Biro Nafza dan HIV-AIDS Setda Prov.Sulsel 1 Orang 
Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov.Sulsel 5 Orang  
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulSel 2016 
Berdasarkan tabel di atas, pelanggaran disiplin terbanyak yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kantor Gubernur 
Sulawesi Selatan berdasarkan SKPD/Unit Kerja terdapat pada tahun 2013 
yaitu 9 PNS yang melanggar disiplin. Akan tetapi dapat dilihat pada tahun 
2016 telah terdapat 8 PNS yang melanggar disiplin, tidak menutup 
kemungkinan akan bertambah karena data yang penulis peroleh adalah 
data bulan Agustus 2016. 
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Jenis pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil terbagi atas 2 (dua) yaitu pelanggaran terhadap kewajiban 
dan pelanggaran terhadap larangan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 sampai 
Pasal 14 pada Peraturan Pemerintah tersebut. Jadi Pegawai Negeri Sipil 
yang tidak menaati atau melanggar peraturan disiplin maka akan dijatuhi 
hukuman disiplin. 
Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010, Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 
PNS karena melanggar peraturan disiplin. 
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, 
diatur mengenai tingakatn hukuman disiplin dan jenis hukuman disiplin, 
yaitu: 
1. Hukuman disiplin ringan, jenis hukumannya terdiri dari: 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; dan 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
2. Hukum disiplin sedang, jenis hukumannya terdiri dari: 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 
b. Penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 (satu) tahun; 
dan 
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun. 
3. Hukuman disiplin berat, jenis hukumannya terdiri dari: 
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a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun; 
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah; 
c. Pembebasan dari jabatan; 
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS; dan 
e. Pemberhentian tidak dengan terhormat sebagai PNS. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Nasier Utsman 
selaku Kasubag Konseling dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan: 
“jenis pelanggaran disiplin yang sering dilakukan oleh PNS yaitu 
pelanggaran tentang kewajiban untuk masuk kerja dan menaati 
ketentuan jam kerja. Seperti datang terlambat dan pulang kerja 
yang tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan”. 
 
 Hal ini dibenarkan juga oleh Bapak H.M. Nurhaji selaku Kepala 
Bidang Kinerja dan Kesejehteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan: 
“banyak PNS khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan ini melakukan pelanggaran disiplin terkait masuk kerja dan 
menaati jam kerja, kadang alasannya terlambat karena jalan macet, 
kadang juga alasannya anak yang sakit atau anaknya mau diantar”. 
 








Jumlah PNS PemProv. SulSel Yang Melanggar Disiplin 
Berdasar Pada Tingkat Hukuman Disiplin 
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulSel 2016 
Adapun ketentuan menurut Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 
2010 mengenai hukuman disiplin terhadap pelanggaran atas kewajiban 
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah sebagai berikut: 
a. Hukuman Disiplin Ringan, berupa: 
1. Teguran lisan (5 hari kerja) 
2. Teguran Tertulis (6 – 10 hari kerja) 
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis (11 – 15 hari kerja) 
b. Hukuman Disiplin Sedang, berupa: 
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1  tahun (16 – 20 hari 
kerja) 
2. Penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 tahun (21 – 25 
hari kerja) 
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1  tahun. (26 
– 30 hari kerja) 
c. Hukuman Disiplin Berat, berupa: 
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun (31 – 
35 hari kerja) 
No. Tahun Hukdis Ringan  Hukdis Sedang Hukdis Berat   Jumlah 
1 2012 6 Orang  - 3 Orang 9 Orang 
2 2013 11 Orang 3 Orang 5 Orang 19 Orang 
3 2014 23 Orang  - 3 Orang 26 Orang 
4 2015 6 Orang 13 Orang 14 Orang 33 Orang 
5 2016 22 Orang  1 Orang 2 Orang 25 Orang  
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2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah (36 – 40 hari kerja) 
3. Pembebasan dari jabatan (41 – 45 hari kerja) 
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS (46 hari kerja atau lebih). 
Dan adapun untuk perhitungan ketidakhadiran, keterlambatan 
dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 (satu ) hari sama dengan 71/2 
jam. Dan selanjutnya ketidakhadiran dihitung secara kumulatif dan 
dikonversi selama 1 (satu) tahun.  
Bapak H.M. Nurhaji menambahkan: 
“...dalam lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, PNS yang 
melanggar ketentuan masuk kerja dan jam kerja hanya dikenakan 
hukuman disiplin ringan, belum pernah ada pada tahun 2016 ini 
yang dikenakan hukuman disiplin sedang ataupun hukuman disiplin 
berat”. 
 
Berdasarkan wawancara langsung diatas, dapat disimpulkan 
bahwa pegawai di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan sering 
melakukan pelanggaran disiplin terhadap kewajiban terkait masuk kerja 
dan menaati ketentuan jam kerja. Dan terkait jenis hukuman disiplin, PNS 
yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud di atas dikenakan 
hukuman disiplin ringan. 
Mengenai pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau 
hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang telah melakukan 
pelanggaran disiplin diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 22 Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Lubis. L selaku 
Kepala Bidang Informasi Dan Pengendalian Kepegawaian Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan: 
“prinsip dasar pembinaan dan penegakan disiplin PNS, yaitu 1) 
menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung; 2) apabila 
terjadi pelanggaran disiplin maka yang wajib memanggil dan 
memeriksa pertama kali adalah Atasan langsung; 3) apabila 
dugaan pelanggaran disiplin terbukti benar maka sepanjang 
hukuman yang setimpal dengan pelanggaran tersebut masih 
kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib 
menghukum; 4) apabila menurut pertimbangan atasan langsung 
jenis hukuman yang setimpal untuk PNS tersebut adalah 
kewenangan atasan yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib 
membuat laporan disertai BAP; 5) atasan langsung yang tidak 
memanggil, memeriksa, menghukum atau melaporkan bawahan 
yang diduga melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yang 
jenisnya sama dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan 
kepada bawahannya tersebut; dan 6) pelanggaran disiplin bukan 
delik aduan, karena setiap atasan langsung yang telah mengetahui 
pelanggaran bawahan, wajib memanggil, memeriksa dan 
menghukum atau melaporkan pelanggaran tersebut”.  
 
Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Muh Natsir Utsman yang 
mengatakan bahwa: 
“bagi PNS yang melanggar disiplin, maka yang berwenang 
menjatuhkan sanksi adalah atasan langsung PNS yang melanggar 
tersebut. Nah contohnya seperti misalnya saya PNS yang di 
tempatkan pada bidang Konseling dan Kedudukan Hukum BKD, 
jika saya melanggar aturan disiplin maka yang berwenang untuk 
menjatuhkan hukuman disiplin adalah Kepala Dinas karena beliau 
adalah atasan langsung saya”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin kepada 
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin menjadi kewenangan atasan 
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langsung, jika menurut pertimbangan atasan langsung jenis pelanggaran 
atau hukuman terhadap PNS yang melanggar disiplin menjadi 
kewenangan atasan yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib 
membuat laporan disertai BAP.  
Mengenai mekanisme atau prosedur penjatuhan sanksi atau 
penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan, menurut Bapak Muh. Natsir Utsman selaku Kasubag Konseling 
dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
selatan mengatakan bahwa: 
“…untuk prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang 
melanggar disiplin di Kantor Gubernur Provinsi Sulewesi Selatan ini 
dipanggil kemudian diadakan pemeriksaan dan dibuatkan BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan), BAP diserahkan kepada instansi 
terkait, dibuatkan bahan sidang, mengadakan sidang 
Baperkumplin, pembuatan nota dinas hasil sidang dan SK 
penjatuhan hukuman disiplin sedang/berat, diajukan ke Gubernur, 
penyerahan SK penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang 
bersangkutan disertai pembinaan”. 
 
Hal di atas ditambahkan oleh Ibu Siti Maryani selaku Kepala Subid 
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan: 
“prosedur penjatuhan hukuman disiplin, kami berdasar pada PP No. 
53 Tahun 2010. Karena disitulah terdapat prosedur mulai dari tata 
cara pemeriksaan, pemanggilan dan penjatuhan hukuman disiplin 
serta upaya-upaya administratif yang bisa dilakukan oleh PNS jika 
keberatan dengan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan 
kepadanya. Jika ingin lebih jelasnya saudara dapat lihat Pasal 23 
sampai Pasal 42 PP No. 53 Tahun 2010.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa prosedur atau 
mekanisme penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang melanggar aturan disiplin di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan 
telah sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. Yang dimana aturan tentang mekanisme penjatuhan 
hukuman disiplin ini terdapat pada Pasal 23 sampai pada Pasal 42 pada 
Peraturan Pemerintah tersebut dan pemberian sanksi atau hukuman 
dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh 
pegawai yang melanggar atau indisipliner. Selain itu bagi PNS yang 
dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya 
administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan 
dalam penjatuhan hukuman disiplin. 
Pada prinsipnya Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, 
Penjatuhan, dan  Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin melalui 
beberapa prosedur berikut  ini sebagaimana ketentuan pasal 23 s/d pasal 
31 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
1) PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin  dipanggil 
secara tertulis oleh atasan langsung untuk  dilakukan pemeriksaan. 
2) Pemanggilan  kepada  PNS  yang  diduga  melakukan  
pelanggaran  disiplin  dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh) hari kerja 
sebelum tanggal pemeriksaan. 
3) Apabila  pada  tanggal  yang  seharusnya  yang  bersangkutan  
diperiksa  tidak  hadir,  maka  dilakukan  pemanggilan  kedua  
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paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  tanggal  seharusnya  
yang  bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 
4) Apabila  pada  tanggal  pemeriksaan  PNS yang  bersangkutan  
tidak  hadir  juga  maka  pejabat  yang  berwenang  menghukum  
menjatuhkan  hukuman  disiplin  berdasarkan  alat  bukti  dan  
keterangan  yang  ada  tanpa dilakukan pemeriksaan. 
5) Sebelum  PNS  dijatuhi  hukuman  disiplin  setiap   atasan  
langsung  wajib  memeriksa  terlebih  dahulu  PNS yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan  dilakukan secara  
tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara 
pemeriksaan. 
6) Apabila  menurut  hasil  pemeriksaan  kewenangan  untuk  
menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  tersebut merupakan 
kewenangan: 
a. atasan  langsung  yang  bersangkutan  maka  atasan  langsung  
tersebut  wajib  menjatuhkan  hukuman disiplin; 
b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung  tersebut  wajib  
melaporkan  secara  hierarki disertai berita acara pemeriksaan. 
7) Khusus  untuk  pelanggaran  disiplin  yang  ancaman hukumannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PP 
No.53 2010, dapat dibentuk Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa ini  
terdiri  dari  atasan  langsung,  unsur  pengawasan,  dan  unsur  
kepegawaian  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk.  Tim Pemeriksa 
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dibentuk  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  atau  pejabat lain 
yang ditunjuk. 
8) Apabila  diperlukan,  atasan  langsung,  Tim  Pemeriksa  atau  
pejabat  yang  berwenang  menghukum  dapat  meminta 
keterangan dari orang lain. 
9) Berita  acara  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  
24  ayat  (2)  harus  ditandatangani  oleh pejabat yang memeriksa 
dan PNS yang diperiksa. 
10) Dalam  hal  PNS  yang  diperiksa  tidak  bersedia  menandatangani  
berita  acara pemeriksaan  maka  berita  acara  pemeriksaan  
tersebut  tetap dijadikan sebagai dasar  untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin. 
11) PNS  yang  diperiksa  berhak  mendapat  foto  kopi  berita  acara  
pemeriksaan. 
12) Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud dalam 
Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang  berwenang  menghukum  
menjatuhkan  hukuman  disiplin. 
13) Dalam  keputusan  hukuman  disiplin  harus  disebutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang  bersangkutan.  
14) PNS  yang  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  ternyata melakukan  
beberapa  pelanggaran  disiplin, terhadapnya  hanya  dapat  
dijatuhi  satu  jenis hukuman  disiplin  yang  terberat  setelah  
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. 
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15) PNS  yang  pernah  dijatuhi  hukuman  disiplin kemudian  
melakukan  pelanggaran  disiplin  yang sifatnya  sama,  kepadanya  
dijatuhi  jenis  hukuman disiplin  yang  lebih  berat  dari  hukuman  
disiplin  terakhir yang pernah dijatuhkan. 
16) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk 
satu pelanggaran disiplin. 
17) Dalam  hal  PNS  yang  dipekerjakan  atau  diperbantukan  di  
lingkungannya  akan  dijatuhi  hukuman  disiplin  yang  bukan  
menjadi kewenangannya,  Pimpinan  instansi  atau  Kepala  
Perwakilan  mengusulkan  penjatuhan  hukuman disiplin  kepada  
pejabat  pembina  kepegawaian instansi  induknya  disertai  berita  
acara  pemeriksaan.  
18) Penyampaian  keputusan  hukuman  disiplin  dilakukan  paling  
lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  keputusan ditetapkan.  
19) Dalam  hal  PNS  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin  tidak  hadir  
pada  saat  penyampaian  keputusan  hukuman  disiplin,  
keputusan  dikirim  kepada  yang  bersangkutan. 
20) Setiap  penjatuhan  hukuman  disiplin  ditetapkan  dengan  
keputusan  pejabat  yang  berwenang  menghukum. 
21) Keputusan    disampaikan  secara  tertutup  oleh  pejabat  yang  
berwenang  menghukum  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  
kepada  PNS  yang  bersangkutan  serta tembusannya 
disampaikan kepada pejabat  instansi terkait. 
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Dalam  rangka  kelancaran  pemeriksaan,  PNS  yang  diduga  
melakukan  pelanggaran  disiplin  dan  kemungkinan  akan  dijatuhi  
hukuman  disiplin  tingkat  berat,  dapat  dibebaskan  sementara  dari  
tugas  jabatannya  oleh  atasan  langsung  sejak  yang  bersangkutan 
diperiksa. Pembebasan  sementara  dari  tugas  jabatannya  
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  sampai dengan 
ditetapkannya keputusan hukuman  disiplin.  PNS  yang  dibebaskan  
sementara  dari  tugas  jabatannya  tersebut  tetap  diberikan  hak-hak  
kepegawaiannya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 
hal atasan  langsung sebagaimana dimaksud  tidak  ada,  maka  
pembebasan sementara  dari  jabatannya  dilakukan  oleh  pejabat  yang 
lebih tinggi. 
Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil tergantung pada upaya 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagai langkah preventif untuk 
menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran disiplin, meningkatkan 
disiplin dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara profesional dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 
Menegenai upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan yang berwenang menyelenggarakan urusan di bidang 
kepegawaian menanganinya menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 
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2008, hal ini termasuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
penegakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. 
Menurut Siti Maryani selaku Kepala Subid Pembinaan, 
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, mengatakan bahwa: 
“pembinaan disiplin PNS yang kami lakukan mengacu pada 
Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan, yang dimana 
program dan kegiatan yang kami lakukan dalam upaya 
meningkatkan disiplin kinerja PNS dalam lingkup Pemerintahan 
Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan ini dengan melalui sosialisasi kode etik dan peraturan-
peraturan kepegawaian serta bimbingan teknis untuk pembinaan 
PNS”.  
 
Adapun program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 
2018 terkait pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dalam lingkup Pemerintah Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
1. Program Peningkatan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD). Jenis Kegiatannya adalah: 
a. Peningkatan disiplin aparatur; 
b. Sosialisasi peraturan kepegawaian; 
c. Sosialisasi/implementasi kode etik PNS; 
d. Bimbingan teknis untuk pembinaan PNS; 
e. Bimbingan teknis penyelesaian pelanggaran disiplin PNS dan 
banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian 
(Bapek); 
f. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 
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2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Jenis 
kegiatannya adalah: 
a. Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS; 
b. Pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi; 
c. Pembinaan dan kaderisasi kepemimpinan PNS yang responsif; 
d. Penegakan kode etik, perilaku, dan disiplin pegawai; 
e. Penyelenggaraan konseling PNS; 
f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen 
PNS; 
g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian regulasi 
kepegawaian. 
Ibu Siti Maryani menambahkan: 
“Rencana Strategis (renstra) terkait pembinaan dan penegakan 
disiplin PNS memiliki sasaran agar meningkatnya disiplin dan 
kinerja aparatur, dengan penetapan indikator kinerja yaitu 1) 
presentase peningkatan disiplin PNS; dan 2) presentase 
terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. 
 
Adapun data mengenai program/kegiatan terkait pembinaan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil yang telah dilaksanakan atau terealisasikan oleh 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan tidak Penulis dapatkan dalam bentuk Laporan 
Pertanggungjawaban, hanya data melalui wawancara langsung dengan 
Ibu Siti Maryani selaku Kepala Subid Pembinaan, Pengawasan dan 
Pengendalian Kepegawaian BKD Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
mengatakan bahwa: 
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“pada tahun 2014 kami mengadakan “Sosialisasi Kode Etik PNS”, 
pada tahun 2015 kami telah melaksanakan “Sosialisasi Proses 
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS dan Banding Administrasi 
ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan pada tahun 2016 ini 
kami telah melaksanakan “Sosialisasi Kode Etik PNS dan 
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi”. Kegiatan 
pemberian penghargaan ini sebagai motivasi kepada PNS agar 
meningkatkan disiplin dan kinerjanya dalam melaksanakan 
tugasnya”. 
 
Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh dalam penelitian 
ini, maka penulis dapat simpulkan bahwa dalam upaya pembinaan dan 
penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
melaksanakan program/kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis 
yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan. Dan program/kegiatan 
yang telah dilaksanakan seperti Sosialisasi Kode Etik PNS, Sosialisasi 
Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS dan Banding Administrasi 
ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), dan Penganugerahan 
Penghargaan kepada PNS yang berprestasi. 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan 
Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan 
Disiplin merupakan salah satu faktor penting demi terciptanya 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dalam menjalankan fungsi, 
tugas, dan kewajibannya, serta demi terwujudnya mutu pemerintahan 
yang lebih tinggi. Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-
unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan 
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kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan 
kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan 
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu 
mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, 
Namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata 
sempurna. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 
dengan berbagai cara. 
Terjadinya suatu pelanggaran disiplin PNS tidak terlepas dari latar 
belakang melakukan tindakan tersebut, adanya unsur kurang kesadaran 
dan ketaatan terhadap peraturan serta menganggap ringan segala upaya 
tindakan penegakan yang ada. Penegakan disiplin merupakan kunci untuk 
mengatasi segala pelanggaran disiplin PNS yang terjadi. Pelaksanaan 
penegakan disiplin PNS berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
Pelaksanaan penegakan disiplin PNS tidak terlepas dari faktor-
faktor yang mempengaruhi upaya penegakan tersebut. Terkait faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan disiplin PNS, Soerjono Soekanto 
membagi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara 
lain:51 
f. faktor hukumnya sendiri; 
g. faktor penegak hukum; 
h. faktor sarana / fasiiitas yang mendukung penegakan hukum; 
                                                             
51 Soerjono Soekanto,,2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Refika Aditama: Bandung. Hal. 5 
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i. faktor masyarakat; 
j. faktor kebudayaan. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan adalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor Pendukung 
a. Faktor Aturan (Hukum) 
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan 
perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin 
besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak 
dan tenang tanpa aturan. Oleh karena peranan aturan demikian besar 
dalam hidup bermasyarakat maka dengan sendirinya aturan harus dibuat, 
dipatuhi dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan 
tujuan pembentukannya. 
Menurut Bapak Muh. Natsier Utsman selaku Kepala Subid 
Konseling dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: 
“Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 merupakan aturan yang 
digunakan dalam pelaksanaan disiplin PNS. Saya berpendapat, 
peraturan ini sudah bagus karena peraturan pemerintah ini lebih 
tegas mengatur tentang sanksi hukuman disiplin, ketentuan target 
kerja PNS, pejabat yang berwenang menghukum serta adanya 
upaya administratif yang dapat dilalui PNS yang terkena hukuman 
disiplin jika keberatan dengan penjatuhan hukuman disiplin 
terhadapnya. Hal tersebut merupakan suatu kelebihan 
dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1980 
yang mengatur soal disiplin PNS sebelumnya”. 
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Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 merupakan dasar hukum 
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor aturan (hukum) dalam 
penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Indonesia khusunya Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan merupakan faktor pendukung dalam upaya 
penegakan disiplin PNS, yang dimana pada peraturan pemerintah 
tersebut di atas dipandang baik dalam upaya penegakan disiplin PNS. 
b. Sarana dan Prasarana 
Penyelenggaraan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak 
akan belangsung dengan lancar dan tertib (baik) tanpa adanya suatu 
saran atau fasilitas yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang demikian itu tidak 
terpenuhi, maka mustahil tujuan dari penegakan disiplin kerja Pegawai 
Negeri Sipil akan tercapai dengan baik atau sesuai dengan harapan. 
Meskipun faktor-faktor hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran 
hukum masyarakat (PNS) sudah dapat dipenuhi dengan baik namun jika 
fasilitas yang tersedia kurang memadai niscaya tidak akan terwujud suatu 
penegakan disiplin yang baik pula. 
Menurut Ibu Siti Maryani selaku Kepala Subid Pembinaan, 
Pengawasan, dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian 
Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: 
“mengenai sarana dan prasarana dalam penegakan disiplin PNS, 
kami sudah memakai mesin absensi sidik jari (fingerprint) yang 
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memungkinkan dengan mudah mengetahui jika ada PNS yang 
terlambat atau tidak masuk kerja.” 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka sarana dan prasana 
yang mendukung upaya penegakan disiplin kerja PNS dalam lingkungan 
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan sudah baik, karena telah 
menggunakan mesin absensi sidik jari (Fingerprint). 
c. Penghargaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil 
Berbicara tentang penghargaan, pada hakikatnya banyak istilah 
yang relevan dengan makna tersebut di antaranya; reward, reinforcement, 
insentif, hadiah, dan lain-lain. Menurut Satrohadiwirya bahwa 
penghargaan merupakan imbalan balas jasa yang diberikan oleh 
perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah 
memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan 
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.52 
Menurut Bapak H.M. Nurhaji selaku Kepala Bidang Kinerja dan 
Kesejehteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang mengatakan: 
“dalam upaya mendukung penegakan disiplin PNS di lingkup 
Pemerintah Sulawesi Selatan termasuk pegawai-pegawai di 
lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pemerintah 
memberikan penghargaan kepada PNS yang menunjukkan kinerja 
dan disiplin yang baik. Penghargaan tersebut adalah Penghargaan 
Satya Lencana Karya Satya, agar PNS memiliki kedisiplinan yang 
tinggi dan mendorong semangat PNS agar bekerja dengan penuh 
semangat”.  
 
                                                             
52 B. Siswanto Sastrohadiwiryo. 2010. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta. 
Hlm. 17. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemberian penghargaan 
terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi 
Selatan termasuk dalam lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan 
sangat berpengaruh dalam upaya penegakan disiplin kerja PNS. 
Penghargaan (reward) tersebut adalah Penghargaan Satya Lencana 
Karya Satya yang dimana penghargaan ini Dianugerahkan kepada 
Pegawai Negeri Sipil, sebagai penghargaan yang dalam melaksanakan 
tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, 
kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-
kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.  
2. Faktor Penghambat 
a. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil 
Moenir merumuskan Kesadaran sebagai suatu proses berpikir 
melalui metode renungan, pertimbangan, dan perbandingan, sehingga 
menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan 
dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk pembuatan dan tindakan yang 
akan dilakukan kemudian.53 
Dengan pengertian tersebut maka kesadaran adalah hasil dari 
suatu proses yang kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama 
dan dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi. Adanya dapat 
membawa seseorang pada keikhasan dan kesungguhan dalam 
menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam 
lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas baik tertulis 
                                                             
53 A.S. Moenir, 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta. Hlm 88 
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maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja. 
Karena itu dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, 
diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, 
kesungguhan dan disiplin. 
Menurut Ibu Siti Maryani Selaku Kepala Subid Pembinaan, 
Pengawasan, dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian 
Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: 
“hambatan dalam penegakan disiplin PNS di Kantor Gubernur 
Sulawesi Selatan ini adalah kurangnya kesadaran diri PNS dalam 
kedisiplinan untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 
Hal ini dapat dilihat dari cukup banyak PNS yang datang terlambat 
ataupun pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja”. 
 
 Bapak H.M. Nurhaji juga menambahkan bahwa: 
“kesadaran diri PNS merupakan hambatan utama dalam upaya 
penegakan disiplin PNS, karena kami sudah melakukan pembinaan 
dalam bentuk sosialisasi tentang kode etik maupun peraturan-
peraturan terkait kedisiplinan tetapi masih juga ada yang 
melakukan pelanggaran.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan 
bahwa kesadaran diri Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor penghambat 
utama dalam penegakan disiplin PNS di Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan. Kesadaran diri memang hal yang paling dibutuhkan dalam upaya 
penegakan disiplin PNS ini, karena berawal dari kesadaran dirilah 
sehingga PNS dapat disiplin dan menunjukkan kinerja yang baik untuk 




b. Faktor Anggaran 
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara 
sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode) 
tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun 
dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut 
juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan 
satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan 
dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian 
efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. 
Menurut Ibu Menurut Ibu Siti Maryani Selaku Kepala Subid 
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kepegawaian Badan 
Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: 
“program pembinaan dan pengembangan PNS merupakan salah 
satu upaya penegakan disiplin PNS, program pembinaan ini sudah 
ada pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian 
Daerah. Dimana jenis kegiatannya adalah sosialisasi kode etik dan 
peraturan-peraturan kepegawaian serta bimbingan teknis. Kegiatan 
ini dapat berjalan jika telah ditetapkan anggarannya. Tetapi jika 
tidak dianggarkan maka tidak dapat kami laksanakan, padahal 
program-program pembinaan dan pengembangan ini sangat 
berpengaruh dalam penegakan disiplin PNS”. 
 
Berdasarkan wawancara di atas, faktor anggaran sangat 
berpengaruh dalam upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Program-program pembinaan dan pengembangan PNS merupakan 
sebagai langkah preventif dalam penegakan disiplin PNS di Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan. Sebab dari sinilah dasar pegawai negeri sipil 
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dapat mengetahui tentang kedisiplinan. Akan tetapi jika anggaran untuk 
program-program tersebut hanya sedikit atau sama sekali tidak 
dianggarkan, maka program-prog tersebut tidak dapat terlaksana dan 


























Dari hasil uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
penulis paparkan mengenai penegakan disiplin kerja pegawai di Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dalam hal pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di 
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai 
Negeri Sipil. Jadi ketika ada PNS yang melanggar peraturan 
disiplin, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin 
sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk 
penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin terhadap PNS yang 
melanggar disiplin dilakukan oleh atasan langsung selama 
menjadi kewenangannya. Dalam hal meningkatkan kesadaran 
tentang kedisiplinan PNS sebagai upaya preventif dalam 
penegakan disiplin PNS, Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi 
Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program 
pembinaan dan pemberian penghargaan kepada PNS sebanyak 
2 kali di tahun anggaran 2016. Adapun program tersebut adalah 
Sosialisasi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan 
Penganugerahan Satyalancana Karya Satya.  
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2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Sulawesi 
Selatan dibagi atas 2 (dua). Pertama, faktor pendukung adalah  
faktor aturan (hukum), sarana dan prasarana, dan penghargaan 
terhadap Pegawai Negeri Sipil. Kedua, adapun faktor 
penghambat adalah kesadaran diri Pegawai Negeri Sipil dan 
faktor anggaran. 
B. Saran 
Adapun saran Penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. Tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan kepada 
Pegawai Negeri Sipil harus bersikap tegas, sehingga dapat 
membuat efek jera bagi pegawai yang melakukan tindakan 
indisipliner. Karena dengan terciptanya kedisiplinan yang baik akan 
tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktifitas yang tinggi. 
2. Untuk membangun sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
tersebut diatas, Pemerintah perlu melakukan pembinaan secara 
terus menerus dengan jelas, terarah, transparan dan sebagai salah 
satu jalur adalah melalui pengembangan pola karier Pegawai 
Negeri Sipil. Dengan pola karier yang jelas, terarah dan transparan 
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